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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945, persoalan besar seperti kemiskinan 

belum berhasil ditangani dengan baik di negara yang kaya akan keanekaragaman 

Sumber Daya Alamnya (SDA). Pada dasarnya setiap negara pasti pernah melewati 

fase miskin, namun untuk negara berkembang seperti Indonesia tentunya 

permasalahan kemiskinan yang tak kunjung teratasi menjadi “pekerjaan rumah” 

yang berat (Pratama, 2014). Rantai permasalahan Indonesia yang tak kunjung usai 

ditangani ini tidak jauh disebabkan oleh faktor tidak terolahnya kekayaan alam yang 

kita miliki dengan baik. Hal ini biasa disebut sebagai anomali pengelolaan Sumber 

Daya Alam (SDA), artinya daerah kaya SDA tetapi miskin (Zaini, 2024). Hal ini 

terjadi bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor sosial, struktural, dan 

kondisi alam.   

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2023 tercatat mencapai 

25,90 juta jiwa. Pulau Sumatera berada di peringkat kedua, pulau dengan persentase 

penyumbang penduduk miskin terbanyak di Indonesia setelah Pulau Sulawesi tahun 

2023. Setelah dipelajari, Provinsi Aceh berada di peringkat teratas jumlah 

penduduk miskin di Pulau Sumatera lalu disusul oleh Provinsi Bengkulu di 

peringkat kedua, seperti yang bisa dilihat pada Tabel 1.1. Padahal pemerintah 

daerah Provinsi Aceh dan Bengkulu melalui Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional (BAPPENAS) mengklaim termasuk yang memiliki potensi sumber daya 

alam yang dapat dimanfaatkan yang cukup banyak.  
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Tabel 1.1 Persentase Penduduk Miskin Pulau Sumatera Menurut Provinsi 

per September Tahun 2016-2023 

Provinsi 

 

Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi (%)   

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Aceh 16,43 15,92 15,68 15,01 15.43 15,53 14,75 14,45 

Sumatera 

Utara 

10,27 

9,28 8,94 8,63 9,14 8,49 

8,33 8,15 

Sumatera 

Barat 

7,14 

6,75 6,55 6,29 6,56 6,04 

6,04 5,95 

Riau 7,67 7,41 7,21 6,90 7,04 7 6,84 6,68 

Jambi 8,37 7,90 7,85 7,51 7,97 7,67 7,77 7,58 

Sumatera 

Selatan 

13,39 

13,10 12,82 12,56 12,98 12,79 

11,95 11,78 

Bengkulu 17,03 15,59 15,41 14,91 15,30 14,43 14,34 14,04 

Lampung 13,86 13,04 13,01 12,30 12,76 11,67 11,44 11,11 

Kepulauan 

Bangka 

Belitung 

5,04 

5,30 4,77 4,50 4,89 4,67 

4,61 4,52 

Kepulauan 

Riau 

5,84 

6,13 5,83 5,80 6,13 5,75 

6,03 5,69 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah 

Belum lagi, Negara Indonesia pada tahun 2023 yang jumlah penduduknya 

kurang lebih ada 278,8 juta jiwa dan tersebar di 38 provinsi dalam 17.374 pulau 

menjadi penghambat pemerataan yang dimasifkan oleh pemerintah pusat. Terdapat 

perbedaan potensi, kekayaan dan karakteristik daerah yang dapat dikembangkan. 

Keadaaan geografis inilah yang menjadi alasan berlangsungnya kepemimpinan 

yang bersifat sentralistik dianggap gagal karena hanya fokus pembangunan 

kedalam (daerah) dan melupakan pembangunan keluar (global), dimana kebijakan 

terhadap otonomi adalah latar belakang pemicunya. Kenyataannya yang mampu 

mengetahui kelebihan dan kekurangan daerah tersebut adalah pemerintah daerah 
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yang keberadaannya langsung dekat di tengah masyarakat. Sistem pemerintahan 

Indonesia berubah dari sentralisasi ke desentralisasi dengan otonomi daerah. 

Tujuan lain kebijakan ini adalah taraf kesejahteraan yang meningkat (Wahyuni, 

2018). 

Hingga akhirnya tahun 1998, kebijakan otonomi daerah mulai berlaku 

hingga saat ini krisis perekonomian dan lainnya tidak terjadi lagi. Tercantum dalam 

UUD 1945, hak otonom yang istimewa dijamin oleh pemerintah. Pokok utama 

meningkatkan kesejahteraan rakyat, yaitu terlaksananya otonomi daerah, itulah 

sebabnya pemerintah daerah berwenang membuat program dengan 

mempertimbangkan potensi dan ciri khas masing-masing daerah kekuasaannya. 

Pemerintah daerah harus manusia yang berjiwa inovatif dan inisiatif untuk 

memaksimalkan pengelolaan kekayaan daerah sebagai modal otonomi daerah 

untuk pembangunan dan pertumbuhan (Wahyuni, S. 2018).  

Penerapan desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan didapatkan bahwa 

besaran dana transfer yang dialokasikan memiliki hubungan yang positif. Semakin 

besar dana transfer daerah maka semakin mendorong pendapatan perkapita 

sehingga mampu menekan angka kemiskinan. Kebutuhan masyarakat lokal 

menjadi tujuan utama pemerintah daerah mengalokasikan dana transfer untuk 

membuat kebijakan baru di masa mendatang yang lebih sesuai dan terarah serta 

memiliki tolak ukur keberhasilan yang jelas. Tentunya di setiap kebijakan akan ada 

faktor-faktor yang akan menghambat pelaksanaannya, tak terkecuali dalam hal 

menjamin perbaikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah dalam sistem 
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desentraliasi ini serta meningkatkan kinerja dan akuntabilitas maka harus diatasi 

(Zulyanto, 2020).  

Indikator keberhasilan kebijakan desentralisasi fiskal di setiap daerah 

adalah rasio pendapatan dan pengeluaran daerah terhadap APBD. Tidak 

bergantungnya sumber pembiayaan pembangunan daerah dari pemerintah pusat 

menandakan daerah itu mandiri. Nilai DDF yang berkaitan erat dengan PAD dan 

pengaruh tiap indikator yang positif atau tidaknya. Karena berhasil atau tidaknya 

pelaksanaan desentralisasi di daerah tersebut dilihat dari aspek PAD nya (Zulyanto, 

2020).  

Halaskova (2016) mengemukakan bahwa program desentralisasi fiskal 

terbukti mampu mengembangkan potensi dan kreatifitas pemerintah daerah guna 

meningkatkan perolehan penerimaan dari hasil mengelola kekayaan daerah yang 

nantinya dapat digunakan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat dengan 

mempengaruhi kualitas dan ruang lingkup pelayanan kepada masyarakat. 

Berjalannya kebijakan otonomi daerah belum mampu membuat Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Provinsi Aceh dan Bengkulu meningkat alias rendah dan tidak 

berhasil menekan angka kemiskinan. Kenyataan bahwa sumber daya alam baik 

mineral maupun non mineral yang dimiliki berlimpah dan bahkan pada tahun 2009-

2014 kewenangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) ada pada bupati namun 

kemudian dialihkan kepada gubernur sampai tahun 2020 hingga akhirnya 

dikembalikan ke pusat oleh Kementerian ESDM dan Investasi hingga saat ini. Pada 

saat kewenangan masih dipegang oleh pemerintah daerah, kerusakan alam yang 

sudah banyak terjadi untuk diambil keuntungannya ternyata banyak 
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penyalahgunaan wewenang sehingga kerusakan terus terjadi namun sedikit 

penghasilan dan manfaat yang bisa dirasakan penduduknya. Potensi sumber daya 

alam yang dimiliki tetap berjalan pengolahannya dan berdampak pada kerusakan 

lingkungan namun tidak terserap keseluruhan manfaatnya oleh masyarakat 

(indikasi penyalahgunaan wewenang) (Priatna, 2025). 

Tabel 1.2 Derajat Desentralisasi Fiskal Provinsi Aceh Tahun 2016-2023 

Derajat Desentralisasi Fiskal (%) Prov. Aceh  

Keterangan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

PAD (M) 2060,18 2276,31 2359,39 2698,91 2570,78 2505,89 2917,15 384,73 

TPD(M) 12364,56 14350,99 14427,78 15752,8 14439,92 13948,39 13713,6 799,55 

DDF (%) 16,66 15,86 16,35 17,13 17,8 17,97 21,27 48,12 

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu, diolah 

Tabel 1.3 Derajat Desentralisasi Fiskal Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2023 

Derajat Desentralisasi Fiskal (%) Prov. Bengkulu  

Keterangan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

PAD (M) 731,56 804,58 872,26 826,67 712,35 984,42 1088,42 136,47 

TPD(M) 2355,56 2804,58 2851,81 2934,06 2786,93 3051,75 2953,74 380,70 

DDF (%) 31,06 28,69 30,59 28,18 25,56 32,26 36,85 35,85 

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu, diolah 

Tandanya kebijakan pemberian otonomi terhadap daerah perlu dikaji dan 

diawasi pelaksanaannya menggunakan analisis perhitungan kinerja keuangan 

daerah. Pendapatan daerah dilihat melalui PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang 

kemudian digunakan untuk menghitung rasio kemandirian keuangan daerah atau 

Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF). Anjuran terhadap pembangunan daerah yaitu 

menyeimbangkan pusat perhatiannya terhadap hal yang menjadi penyebab 
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kemiskinan. Karena terjadinya perubahan tata kelola kebijakan desentralisasi 

berpengaruh terhadap keberadaan masyarakat miskin (Zulyanto, 2020).  

Jika diamati lebih mendalam pada Tabel 1.2, derajat desentralisasi fiskal 

Provinsi Aceh berada pada skala 10,01%-20,00% (Kurang) dan 20,01%-30,00% 

(Sedang) hingga pada tahun 2023 berkembang pesat memasuki skala 40,01%-

50,00% (Baik). Berbanding dengan Provinsi Bengkulu pada Tabel 1.2 ada pada 

skala 20,01%-30,00% (Sedang) dan 30,01%-40,00% (Cukup). Pada penelitian oleh 

Wulandari (2024), yang mengkaji hubungan antara Derajat Desentralisasi Fiskal 

(DDF) terhadap kemiskinan menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan. Pada 

penelitian ini didapati rasio kemandirian keuangan daerah yang rendah karena 

Pendapatan Asli Daerah yang berhasil dikumpulkan rendah. Rendahnya 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu wilayah bisa disebabkan oleh kurangnya 

kepekaan daerah dalam mengenali potensi asli daerah, rendahnya kesadaran wajib 

pajak, retribusi rendah, kualitas SDM aparatur yang rendah, Pendapatan Domestik 

Regional Bruto (PDRB) yang rendah, belanja dan pengeluaran pemerintah yang 

rendah (Saragih, 2003). 

Besarnya pendapatan berkaitan erat dan memiliki efek negatif terhadap 

keadaan ekonomi suatu negara karena jika pendapatan rendah yang disebabkan oleh 

minimnya kemampuan bekerja mengakibatkan sedikitnya kegiatan produksi atau 

pengelolaan sumber daya yang dimiliki karena rendahnya permintaan akan barang 

dan jasa (Prasetyoningrum & Sukmawati, 2018). Tidak adanya kegiatan produksi 

(bekerja) secara terus menerus selama periode tertentu karena rendahnya kualitas 

manusia maka mereka tidak akan memiliki pendapatan untuk kegiatan konsumsi, 
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daya beli Negara Indonesia pun akan berkurang dan akan mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi kita menjadi rendah. Multi aspek yang bertumbuh dan 

berkembang sepesat mungkin adalah tujuan seluruh negara terkhusus negara 

berkembang seperti Indonesia. Salah satunya dalam aspek perekonomian yang 

dituntut adanya peningkatan setiap periode. Pertumbuhan ekonomi adalah fruktuasi 

ekonomi berkelanjutan dalam kurun waktu tertentu untuk mencapai kondisi yang 

lebih baik. Belanja pembangunan untuk sarana dan prasarana umum dan perbaikan 

kualitas pelayanan proporsinya  mempengaruhi pertumbuhan di bidang ekonomi 

(Saptomo, T. 2018). 

Sejumlah negara menggunakan pertumbuhan ekonomi menjadi alat yang 

menggambarkan tingkat kesejahteraan dan kemakmuran suatu negara (Kumalasari, 

2011). Selain itu pertumbuhan ekonomi menggambarkan bagaimana Pendapatan 

Domestik Regional Bruto (PDRB) yang menjadi salah satu penentu besar kecilnya 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menjadi alasan mengapa penelitian ini 

menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi ikut serta dianalisis untuk variabel 

independen yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Aceh dan Bengkulu. 

Pada Tabel 1.4, 2016-2023 pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh dan 

Bengkulu tidak pernah berada di level paling rendah di Pulau Sumatera, kecuali 

pada tahun 2022 menjadi paling rendah di Pulau Sumatera dan Provinsi Bengkulu 

menjadi kedua terendah tingkat pertumbuhan ekonominya. Pada penelitian yang 

dikaji oleh Sari (2019), antara PDRB dan kemiskinan memiliki hubungan pengaruh 

yang positif dimana jika pendapatan meningkat kemiskinan juga meningkat. 

Menurutnya karena ada peralihan tahapan pembangunan awal yang lambat laun 
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secara konsisten akan menekan angka kemiskinan pada akhir pembangunan (maju). 

Kondisi ini juga sama terjadi di Provinsi Aceh dan Bengkulu yang menandakan 

pertumbuhan ekonomi yang menekan angka kemiskinan lambat terjadi. 

Tabel 1.4 Pertumbuhan Ekonomi ADHK Menurut Provinsi Tahun 2016-

2023 

Provinsi 

Pertumbuhan Ekonomi ADHK Th Dasar 2010 (%) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Nanggroe Aceh Darussalam 3,29 4,18 4,61 4,14 -0,37 2,79 4,21 4,2 

Bengkulu 5,28 4,98 4,99 4,94 -0,02 3,24 4,31 4,3 

Sumatera Utara 5,18 5,12 5,18 5,22 -1,07 2,61 4,73 5,01 

Sumatera Barat 5,27 5,3 5,14 5,01 -1,62 3,29 4,36 4,62 

Riau 2,18 2,66 2,35 2,81 -1,13 3,36 4,55 4,21 

Jambi 4,37 4,6 4,69 4,35 -0,44 3,66 5,12 4,67 

Sumatera Selatan 5,04 5,51 6,01 5,69 -0,11 3,58 5,23 5,08 

Lampung 5,14 5,16 5,23 5,26 -1,67 2,79 4,28 4,55 

Kepulauan Bangka Belitung 4,1 4,47 4,45 3,32 -2,3 5,05 4,40 4,38 

Kepulauan Riau 4,98 1,98 4,47 4,83 -3,8 3,43 5,09 5,16 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah 

Selain pendapatan tentu ada pengeluaran, maka dari itu pemerintah daerah 

menggunakan pendapatan daerahnya untuk melakukan belanja daerah. Program 

kesejahteraan (Walfare State) oleh pemerintah yang dianggap berperan penting 

dalam kegiatan ekonomi sebagai bentuk campur tangan untuk menunjang 

kesejahteraan warganya, baik dalam bentuk subsidi dan bantuan sosial lainnya 

(Safitri, Sugianto, & Triwahyuningtyas, 2022). Campur tangan pemerintah dalam 

hal peningkatan kualitas pelayanan publik seperti sarana dan prasarana kesehatan 

serta pendidikan juga perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup 

manusianya.  
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Menurut (Ishak, 2017) belanja yang dilakukan pemerintah untuk 

mendukung pengurangan tingkat kemiskinan secara tidak langsung melalui 

suntikan pendapatan untuk mendorong kegiatan konsumsi yang menimbulkan 

peningkatan produksi dan belanja sarana dan prasarana yang mendorong investasi 

perlu dianalisis menggunakan rasio aktvitas belanja daerah, yang akan digunakan 

dalam penelitian kali ini. Melihat sebesar apa pengaruh pemerintah daerah Provinsi 

Aceh dan Bengkulu untuk meningkatkan kegiatan perekonomian di daerahnya 

melalui belanja yang dianggarkan.  

Tabel 1.5 Rasio Aktivitas Belanja Operasional Daerah Provinsi Aceh 

Tahun 2016-2023 

RABD (%) Prov. Aceh  

Keterangan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

BOD (M) 9834,9 11664,56 9802,4 12625,8 11486,7 11484,3 12904,4 9678,8 

TBD(M) 12119,7 13832,9 12306,3 15787,9 13242,2 13683,6 15773,1 11354,8 

RABD (%) 0,8115 0,8433 0,7965 0,7997 0,8674 0,8393 0,8181 0,8524 

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu, diolah 

Tabel 1.6 Rasio Aktivitas Belanja Operasional Daerah Provinsi Bengkulu 

Tahun 2016-2023 

RABD (%) Prov. Bengkulu  

Keterangan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

BOD (M) 1643,7 2157,7 2361,1 2376,5 2281,4 2537,9 2599,5 2536,5 

TBD(M) 2029,7 2868,8 2979,6 3118,3 2698,5 2880,2 3016,5 3123,4 

RABD (%) 0,8098 0,7521 0,7924 0,7621 0,8454 0,8811 0,8617 0,8121 

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu, diolah 

 Pada Tabel 1.5 dan 1.6 dapat dilihat bahwa belanja operasional daerah 

Provinsi Aceh lebih tinggi dibandingkan Bengkulu dari tahun 2016-2020 
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sedangkan di tahun 2021-2023 terjadi hal yang sebaliknya, sehingga rata-rata rasio 

belanja operasional daerah pun lebih besar di Provinsi Aceh. Berarti, Provinsi Aceh 

lebih memfokuskan belanja daerah untuk operasional guna melakukan 

pembangunan dan suntikan dana untuk meningkatkan pendapatan daerah. Belanja 

operasional yang tinggi dianggap mampu menstimulasi pendapatan daerah namun 

manfaatnya hanya bisa dirasakan hanya dalam jangka waktu yang singkat. Hal ini 

tetap dilakukan guna meningkatkan semangat melakukan produktivitas dan 

konsumsi. Bantuan dan subsidi yang diberikan mendorong pergerseran pola dan 

gaya hidup untuk menambah income (pemasukan) dari tradisonal menjadi kreatif 

modern yang mengikuti perkembangan jaman (globalisasi). Anggaran yang 

dialokasikan untuk program-program sosial dan subsidi diharapkan dapat menjadi 

bantuan langsung terhadap pendapatan kelompok masyarakat yang rentan terhadap 

kemiskinan oleh pemerintah daerah yang menjadi stimulasi konsumsi dan produksi 

daerah (Maharani, 2023).  

Menurut penelitian Jannah, dkk (2024), belanja operasional daerah 

berpengaruh terhadap kemiskinan karena belanja daerah yang masif meningkatkan 

pembangunan dan memberikan subsidi pendapatan penduduk daerah dianggap 

mnumbuhkan perekonomian yang berefek pada menekan angka kemiksinan. 

Pertumbuhan ekonomi yang lambat berarti ada hubungan antara kinerja keuangan 

daerah dan pertumbuhan ekonominya terhadap keimiskinan. Kemiskinan yang 

tetap tinggi setelah usaha pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja anggaran 

daerahnya berarti ada faktor lain seperti pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan itu 

sendiri yang melatarbelakanginya di Provinsi Aceh dan Bengkulu.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Setelah penjabaran latar belakang penelitian di atas, persoalan yang harus 

dirumuskan, yaitu sebagai berikut: ‘Bagaimana Pengaruh Derajat Desentraliasasi 

Fiskal, Rasio Aktivitas Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap 

Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh dan Bengkulu?’ 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut: Mengkomparasikan pengaruh 

variabel Desentralisasi Fiskal, Rasio Aktivitas Belanja Daerah dan Pertumbuhan 

Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh dan 

Bengkulu. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adanya penelitian ini diharapkan terdapat manfaat yang bisa didapat, seperti 

sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Sebagai tambahan koleksi referensi dan literatur dalam pemahaman dan 

pengembangan teori kemiskinan dan faktor yang mempengaruhinya serta konsep 

kebijakan otonomi daerah. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Sebagai masukan dan bahan pertimbangan untuk pemerintah terutama pemerintah 

daerah terkait dalam optimalisasi perumusan otonomi daerah dengan maksimalisasi 

kebijakan kebijakan otonomi daerah yang dipilih untuk mengelola potensi yang 

dimiliki demi mengatasi kemiskinan
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